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ABSTRAK

EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN KARANGANYAR SETELAH
PELIMPAHAN KE PEMERINTAH DAERAH

Bunga Mira Hardianti
F3308140

Penulisan Tugas Akhir__ifimsler ja Atk mengetahui - prosedur/sistem
Pemungutan Bea Perolg nan Setelah Pelimpahan ke
Pemerintah Daeraha DPPKA \ranganyar, serta menemukan

kendala-kendala yan
Perolehan Hak

pelaksanaan Pemuur
Pelimpahan ke Pemesinte

Berdasarkan penel tianfye
antara lain adalah adanya,prosedd 1.yang dli
ini dapat dilihat dari adar ya pemisahan fungsi yang jelas dan dokumen yang
digunakan, namun untuk pelaksanaan prosedurnya berbeda dengan Peraturan
Daerah yang berlaku.

Berdasarkan dari temuan-temuan dalam penelitian ini, maka penulis
mengajukan beberapa saran kepada pihak DPPKAD Kabupaten Karanganyar
yaitu menambah personil dalam pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan agar menghindari terjadinya perangkapan fungsi, banyak
memberikan penyuluhan tentang perpajakan terhadap Wajib Pajak maupun
Petugas Pemungut, agar memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Karanganyar terutama pada sektor Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.



BAB |

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM INSTANSI

1. Sejarah Berdirinya Instansi

ini akan
berdampak pada sejumlah dampak positif, perlu diantisipasi kemungkinan
timbulnya dampak negatif. Salah satu dampak negatif desentralisasi dalam
pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah adalah kemungkinan
bergesernya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari pusat ke daerah.
Guna mengantisipasi hal ini dimensi partisipasi dan akuntabilitas publik
dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah menjadi penting.
Salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengeloloaan
pembangunan keuangan daerah adalah dengan diwajibkanya pimpinan unit

kerja di Pemerintah Daerah-untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan



pembangunan dan pemerintahan di lingkungan kerja pada setiap akhir tahun
anggaran. Di samping itu, dalam pengeloloaan Anggaran daerah telah terjadi
perubahan pendekatan yang harus lebih menekankan pada pentingnya aspek
kinerja (performance). Dengan menerapkan anggaran kinerja (performance

budgeting), pihak eksekutif tidak saja dituntut untuk

%an ma

Gambaran u@ kantorfDinas Pt ndapata?Penge laan Keuangan dan

Aset Daeral : gaOr adalah é

dimiliki daerah teralokasi, tet W

It ini.

Dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar No 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Karanganyar.
b. Kewenangan
Bidang kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah adalah pengelola pendapatan daerah.



2. Visi dan Misi
a. Visi
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Karanganyar akan diarahkan atau dibawa agar dapat eksis dan apa yang

sumber- gdaerah am intensifikasi dan

Wprofess' pal di bidang pengelolaan
% prog

Jukung K@ aten Karanganyar menuju

dan Aset Daerah Kabupaten

Karanganyar dapat ditetapkan sebagai berikut ini.

1) Meningkatkan sumber daya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang
Profesional.

2) Meningkatkan pelayanan ketatausahan/administrasi pengelolaan
Pendapatan Daerah sesuai sistem manajemen keuangan atau
pendapatan daerah yang berlaku.

3) Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang pendapatan.

4) Meningkatkan pendapatan setiap tahun anggaran.



5) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan
semua pihak yang terkait dalam upaya peningkatan pendapatan
daerah.

Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan

pendapatan secara'e

c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pendapatan
daerah dan meningkatkan ke sasaran membayar pajak daerah
maupun retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dan prosedur.

d. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah tiap tahun khususnya
intensifikasi pengelolaan PAD dari sektor pajak dana penimbangan
retribusi daerah dan penerimaan lain-lain.

e. Meningkatkan upaya peningkatan pendapatan daerah khususnya
ekstensifikasi sumber-sumber baru pendapatan daerah yang

potensial.



f. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan
semua pihak yang terkait dalam upaya peningkatan pengelolaan
pendapatan.

4. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan

tertentu. Sasaran merupakan

b. Terbangun dan tefpeltharanyassarana dan prasarana sumber-sumber

pendaptan daerah yang memadai.

c. Makin efektif dan efesien pengelolaan sumber-sumber pendapatan
daerah.
5. STRUKTUR ORGANISASI
Di bawah ini terdapat gambar struktur organisasi kantor Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar

adalah sebagai berikut ini.
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6. DESKRIPSI JABATAN

Dibawah ini akan di jelaskan tentang tugas dan fungsi Kepala dinas,

Sekretaris dan Kepala bidang, Kepala seksi dan staff yang bekerja dalam

kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Karangnyar adalah sebagai berikut ini.

a. Kepala Dinas

2)

a)

b)

Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan
penagihan, anggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan
aset daerah serta kesekretariatan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan
pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset daerah, yang meliputi pendaftaran dan pendataan,



penetapan dan penagihan, anggaran, perbendaharaan dan kas,
akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan.
b. Sekretaris
1) Tugas adalah sebagai berikut ini.

a) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,

Ady,dan  mengendalikan  kegiatan

W&%}da

, kegiatf Sekretariat  berdasarkan

éberla

epegawaian di lingkungan

I dan sumber data

epala Bidang di lingkungan
tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Sekretariat terdiri atas 3 Kepala Sub Bagian sebagai berikut ini.
1) Kepala Sub Bagian Perencanaan
a) Tugas adalah sebagai berikut ini.
i. Menyusun program Kkegiatan Sub Bagian Perencanaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku



dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan.

Menjabarkan  perintan  atasan  melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

aplaan Peru@ Anggaran (DPPA) sesuai

Menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan.

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan
maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan

tugas.
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b) Fungsi adalah sebagai berikut ini.
i. Menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan
administrasi keuangan.
ii. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran

dengan cara membandingkan laporan perkembangan

encana pembiayaan yang telah

umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
b) Fungsi adalah sebagai berikut ini.
i. Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan
keuangan di lingkungan Dinas.
ii. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

dasar pengambilan kebijakan.



C.
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Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan
1) Tugas adalah sebagai berikut ini.
a) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan

dibidang Pendaftaran dan Pendataan.

b) Melaksanakanskeordinasisdengan Sekretaris dan Kepala Bidang

|Wﬁk secara,_langsung maupun tidak

d patl%kan
al ﬁ'pero

formasi serta untuk

hasil kerja yang

b) Merumuskan rencana kerja dan program kegiatan pendataan ijin
HO, ijin bangunan dan ijin perumahan.
Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri atas 2 Kepala Seksi
sebagai berikut ini.
1) Kepala Seksi Pendaftaran
a) Tugas adalah sebagai berikut ini.
i. Membantu Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan

dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
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kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian
kegiatan Seksi Pendaftaran.

ii. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan

tugas.

b) Fungsi ada

ii. Menghimpun, mengelola, dan mencatat data obyek dan

subyek pajak dan retribusi daerah.
b) Fungsi adalah sebagai berikut ini.
i. Melaksanakan pendataan ijin HO, ijin bangunan, ijin
perumahan.
ii. Melaksanakan kegiatan pendataan Notaris atau PPAT dan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
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d. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan
1) Tugas adalah sebagai berikut ini.
a) Merumuskan program Kkegiatan dibidang Penetapan dan

Penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri atas 2 Kepala Seksi sebagai
berikut ini.
1) Kepala Seksi Penetapan
a) Tugas adalah sebagai berikut ini.
i. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan

tugas.
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ii. Menyiapkan blangko penerbitan surat ketetapan guna
mendapatkan penetapan pajak dan retribusi dari Kepala
Seksi Penetapan untuk diproses lebih lanjut.
b)  Fungsi adalah sebagai berikut ini.
i. Menyerahkan surat ketetapan kepada wajib pajak dan wajib

pajak dan retribusi kepada

hbendahara.
o,
nito@luasi, dan menilai prestasi

ara berkala melalui

inan penampilan

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi
Penagihan.

ii. Menyusun program kegiatan di Seksi Penagihan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan.
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b) Fungsi adalah sebagai berikut ini.
i. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala
Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar

Bidang Anggaran.

b) Merumuskan program kegiatan di Bidang Anggaran
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sumber data yang tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan.

2) Fungsi adalah sebagai berikut ini.

a) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang

di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk
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mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal.

b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan APBD
dan perubahan APBD perkembangan dan sebagai bahan

perumusan kebijakan atasan.

Bidang Anggara eksi sebagai berikut ini.

di

Seksi  Pengendalian

peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan.

b) Fungsi adalah sebagai berikut ini.

i. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala
Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar

diperoleh kerja yang optimal.
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ii. Menyelenggarakan pengendalian APBD sesuai dengan
ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

a) Tugas adalah sebagai berikut ini.

enyiapan a@m&erumus kebijakan, koordinasi,

, dan enge%kegia n Seksi Perencanaan
' e

b) Fungsi adalal

i. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala

Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar
diperoleh kerja yang optimal.

ii. Membuat Surat Edaran Bupati tentang petunjuk penyusunan

RKA-SKPD, Penetapan APBD maupun Perubahan APBD.
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Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas
1) Tugas adalah sebagai berikut ini.
a) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di

Bidang Perbendaharaan dan Kas.

p.di Bidang Perbendaharaan dan

keputusan, edaran serta petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis Bupati dalam rangka
pelaksanaan APBD.
Bidang Perbendaharaan dan Kas terdiri atas 2 Kepala Seksi sebagai
berikut ini.
1) Kepala Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas
a) Tugas adalah sebagai berikut ini.
i. Membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas dalam

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan
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mengendalikan kegiatan di Seksi Perbendaharaan dan
Pengendalian Kas.
Menyusun program kegiatan di Seksi Perbendaharan dan

Pengendalian Kas berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia

2) Kepala Seksi Penerimaan dan Pengeluaran

a) Tugas adalah sebagai berikut ini.

Membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumuskan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi
Penerimaan dan Pengeluaran.

Menyusun program kegiatan di Seksi Penerimaan dan
Pengeluaran berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
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sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan.
b) Fungsi adalah sebagai berikut ini.
i. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala

Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung

a) Membantu Kepala, Pinas” dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di
Bidang Akuntansi dan Aset Daerah.

b) Merumuskan program kegiatan Akuntansi dan Aset Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sumber data yang tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan.

2) Fungsi adalah sebagai berikut ini.
a) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang

di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak
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langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal.
b) Mengkoordinasi pelaksanaan akuntansi baik langsung maupun

tidak langsung dengan Bidang dan UPTD di lingkungan Dinas

maupun Bendahara pada SKPD terhadap keabsahan setoran

i dan Aset Daerah
bahan perumuskan

pembinaan dan pengendalian

kegiatan Seksi Akuntansi.

ii. Menyusun program kegiatan Seksi Akuntansi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber
data yang tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan.

b) Fungsi adalah sebagai berikut ini.

i. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala

Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
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informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar
diperoleh kerja yang optimal.

ii. Menyusun laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan
pendapatan dan belanja serta pembiayaan Daerah

berdasarkan catatan akuntansi sebagai bahan penyajian data

dan Aset Daerah
ahan  perumuskan
dan pengendalian
di Seksi Aset Daerah
andperundang-undangan yang berlaku
dan sumber data yang tersedia sebagai pelaksanaan
kegiatan.
b) Fungsi adalah sebagai berikut ini.

i. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala
Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar

diperoleh kerja yang optimal.
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ii. Melaksanakan pengawasan pembukuan secara sistematis

dan kronologis mengenai aset.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan

Pancasila dan Undang- epublik Indonesia Tahun 1945
yang menjunjung p orang, oleh karena itu
menempatk, penerimaan negara
L/
merupakan per\@ kegotongroyongan
' &
nasional Sebagai pgn-s 3 4 iayaifpembangunan.

Paja tela%n Kan, ibusi sangat besar dalam

dalam negeri maup Pajaks Ag3 internasional. Peningkatan
penerimaan dari sektor pajak ini tidak dapat dilepaskan dari upaya Tax reform
tahun 1984 yang kemudian dilanjutkan dengan tax reform di tahun 1994 dan
terakhir tahun 2000. Tax reform pertama telah meletakkan landasan bagi
terbentuknya sistem perpajakan yang lebih menjamin pemerataan dalam
pengenaan dan pembebanan pajak, kepastian hukum, kesederhaan, penutupan
peluang penggelapan pajak dan penyalahgunaan wewenang serta memberikan
pengaruh positif di bidang ekonomi.

Tax reform yang kedua dilakukan untuk memberikan landasan hukum

di bidang perpajakan yang disempurnakan agar mampu meningkatkan
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penerimaan negara dari sektor pajak dengan tetap memperhatikan asas
keadilan, kesederhanaan serta kepastian hukum, dan menyesuaikan dengan
kondisi perekonomian yang dihadapi. Undang-undang pajak dibuat untuk
menggali potensi pajak secara optimal. Tax refrom yang terakhir, pemerintah

akan mengamandemen paket undang-undang perpajakan yang menyangkut

tarif, subjek, objek paja epajakan. Dalam reformasi sistem
wajib pajak daney restitusinya; (2)
meningkatkan uﬁpenag A 0 “paik itul melalui konseling,
, (3) ekstensifikasi
WP; (4) menambal ik e tax office -- LTO);

(5) mengemt : tra P besar; dan (6)

menengah dan kecil.

Salah satu pos penerimaan pajak yang baru dikeluarkan pada tahun
1997 adalah dikeluarkannya Undang-undang (UU) Pajak Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disingkat BPHTB) yang tertuang
dalam UU No. 21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dalam UU
No. 20 tahun 2000 selanjutnya diatur dalam UU PDRD No.28 tahun 2009
dimana BPHTB dilimpahkan ke Pemerintah Daerah.

Dasar hukum utama yang melandasi BPHTB adalah pasal 33 ayat (3)

Undang-undang Dasar 1945 :
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“ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”
Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang

Maha Esa serta memiliki fungsi sosial diantaranya memenuhi kebutuhan

dasar sebagai tempat tinggal, lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang

wilayah Indonesia, termasuk "peralifan’ harta karena hibah wasiat yang

ditinggalkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal terakhir di Indonesia.
Harta tetap dalam ordonansi tersebut adalah barang-barang tetap dan hak-hak
kebendaan atas tanah, yang pemindahan haknya dilakukan dengan pembuatan
akta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, yaitu Ordonansi Balik
Nama Staatsblad 1834 No. 27.

Berdasarkan pernyataan di atas sebagai pengganti Bea Balik Nama
atas hak harta tetap berupa hak atas tanah yang tidak dipungut lagi sejak
diberlakukannya Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, perlu diadakan pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah
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dan/atau bangunan dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB).

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa
hukum berupa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, bukan tanah atau
bangunannya itu sendiri. Hak atas tanah yang dimaksud hak milik, hak guna

pilik atas satuan rumah susun, dan

arena kelanjutan hak maupun diluar
pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan.

Tidak semua objek berupa perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan akan dikenai BPHTB. Objek pajak tidak kena pajak antara lain
adalah hak perolehan yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat
berdasarkan atas perlakuan timbal balik, negara untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum,
badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri,

orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain
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dengan tidak adanya perubahan nama, wakaf, warisan dan yang digunakan
untuk kepentingan ibadah.

Peralihan BPHTB dari Pusat ke Daerah berdampak pada Penerimaan
BPHTB dimana tahun 2011 akan turun sebagai akibat hilangnya insentif 20%

bagian pusat yang dibagi rata per kabupaten/kota tidak ada karena kantor

sebesar 60.000.000 dan 300. %ﬁ)pﬁtuk Objek Pajak Waris dan Hibah

menga n banyaknya ajak BPHTB bebas (nihil)
e 3

BPHTB menu akan ¥ pemungutan yaitu sistem Self
Assessment, yang mana Wajib Pajak dan Notaris/PPAT selaku Pihak Ketiga
yang diberi kuasa, untuk menghitung, membayar dan melaporkan Bea
Perolehan yang terutang karena adanya peralihan hak. Dalam pemungutan
BPHTB perlu adanya prosedur yang sesuai dengan Peraturan Bupati
Karanganyar tentang BPHTB.

Pada pelaksanaan pemungutan BPHTB Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar kurang

melakukan sosialisasi masalah prosedur pemungutan BPHTB, maka wajib

pajak dan Notaris/ PPAT selaku Pihak Ketiga yang diberi kuasa banyak yang
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kurang mengetahui tentang prosedur pemungutan BPHTB. Berdasarkan hal
tersebut di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul
“EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS

TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN KARANGANYAR SETELAH

PELIMPAHAN KE PEMERINTAH DAERAH".

. TUJUAN PENELITIAN
Dari permasalahan diatas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian
adalah sebagai berikut ini.
1. Mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Karanganyar.
2. Mengetahui kelemahan dan kelebihan sistem pelaksanaan pemungutan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
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E. MANFAAT PENELITIAN

1.

Bagi Penulis
Mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan yang benar dan sesuai dengan Perda yang

berlaku di Kabupaten Karanganyar.

Bagi Pembaca
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar referensi dan acuan di

dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Evaluasi

) mendifinisikan

sistematis tentang

adalah suatu mete pé Iiti yang sistematis untuk menilai
rancangan, implementasi dan efektifitas suatu program, sedangkan
Wirawan (2006) dalam BPPK (2008) evaluasi adalah proses
mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi,
menilainya dengan standar evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk

mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
evaluasi adalah suatu proses mengumpulkan dan menyajikan
informasi  untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif dalam

mengambil keputusan yang menyajikan informasi mengenai objek
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evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi sebagai kegiatan

investigasi yang sistematis tentang keberhasilan suatu tujuan.

2. Pengertian sistem
Sistem mempunyai definisi berbeda-beda sesuai dengan sudut

pandang yang berbeda pula. Sistem adalah sekelompok unsur yang

berinteraksi untuk meAcapaistujtian tertentu melalui tiga tahapan, yaitu

input, proses dan output (Widjajanto, 2001:2).

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa sistem
adalah suatu rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk

melaksanakan suatu kegiatan dalam perusahaan.

3. Pengertian Pajak dan Bea
a. Pengertian Pajak
Pengertian pajak menurut Fieldman adalah prestasi yang
dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa,

(menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa
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adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk
menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo dan llyas,
2002:4).  Pengertian Pajak menurut Dr.  Soeparman

Soemahamidjaja dalam Suandy (2003) adalah iuran wajib, berupa

uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan

Secara umum unsur- unsur pajak sebagai berikut:

a. luran dari rakyat kepada negara yaitu negara yang berhak
memungut iuran dari rakyat. luran tersebut berupa uang
(bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang vyaitu pajak  dipungut
berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya.
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Tanpa jasa timbal dan kontraprestasi dari negara secara
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak
dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat

2. Wajib Pajak bersifat pasif.

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan
pajak oleh fiskus.

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan

sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang

ada pada Wajib Pajak sendiri.
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2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan

pada orang lain. Contoh: Pajak

Penghasilan.
Contoh: Pajak Penghasilan

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada
akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Pengelompokan Pajak menurut sifatnya terdiri dari
berikut ini.
a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau

berdasarkan  pada  subjeknya, dalam arti
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memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh:
Pajak Penghasilan.
b) Pajak Obijektif, yaitu pajak yang berpangkal pada

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib

Pajak.

ertambahan  Nilai  dan  Pajak

lembaga pemungut

dipungut oleh

an untuk membiayai

Pemerintah Daerah dan untuk membiayai rumah
tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas 2 macam
yaitu, Pajak Provinsi (contoh: Pajak Kendaraan
Bermotor) dan Pajak Kabupaten/Kota (contoh: Pajak
Hotel, Pajak Restoran dan lain-lain).
Pengertian Bea
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas

tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak, mengapa
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dinamakan bea, tidak dinamakan dengan pajak adapun menurut

Supriyanto (2010) tidak dinamakan bea karena sebagai berikut ini

a. Dalam bea, tidak membutuhkan nomor indentitas sebagaimana

NOP dalam PBB ataupun NPWP dalam PPh.

b. Salah satu fungsi nomor identitas adalah untuk memudahkan

terikat dengan masa ataupun tahunan.
Pengertian BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah
pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan

atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
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Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan,
berserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Sistem pemuig BF pada_prinsipnya menganut sistem

pajak. Pajgﬁng té) tar0ib ar
Usa%/l% i

Sedangkan te Pajakvl erutang’adalah di wilayah Kabupaten, Kota,
atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan bangunan.
6. Dasar Pengenaan Objek dan Subjek BPHTB
a. Objek BPHTB
1) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud adalah sebagai berikut ini.
Pemindahan hak karena
a) jual beli,
b) tukar menukar,

c) hibah,
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d) hibah wasiat,

e) waris,

f) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain,
g) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,

h) penunjukan pembeli dalam lelang,

yang mempunyai kekuatan

aksud adalah sebagai

b) hak guna usaha

c¢) hak guna bangunan

d) hak pakai

e) hak milik atas satuan rumah susun, dan

f)hak pengelolaan

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek
pajak yang diperoleh dari sebagai berikut.

a) perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas

perlakuan timbal balik;
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b) negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau
untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan
umum;

c) badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan

aha atau melakukan kegiatan

b. Subjek BPHTB adalah sebagai berikut ini
a) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
b) Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
7. Dasar Pengenaan dan Tarif
Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
Nilai Perolehan Objek Pajak dimaksud dalam hal:

a. jual beli adalah harga transaksi;
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b. tukar menukar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar;

d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;

f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah

nilai pasar;

pemiss an hak ya rm Ebatkan peralihan adalah nilai pasar;

putusan  hakim  yang

penggabungan usahag

I. peleburan usaha adalah nilai pasar;
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
0. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang
tercantum dalam risalah lelang.
Jika Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) tidak diketahui atau
lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan

dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya
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perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi
dan Bangunan.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta

rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal perolehan hak karena

waris atau hibah.w ima,orang pribadi yang masih dalam

dengan dasar "pengepaa fsetelah dikurangi Nilai Perolehan
Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan untuk :

o

jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta;

c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya

akta;
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waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan
peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah
sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak

surat keputusan

penggabungan aha o adals j tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
dan

lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
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BPHTB vyang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya
perolehan hak. Setiap Wajib Pajak Daerah wajib mengisi SSPD.
SSPD harus diisi jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh
Wajib Pajak Daerah atau kuasanya. Pejabat Pembuat Akta
Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak

lah Wajib Pajak menyerahkan

lehan Objek Pajak
idak Kena Pajak

. Secara matematis

BPHTB =5 % X (NPOP — NPOPTKP)

- Wv —
B. Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Kabupaten Karanganyar Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2010

1. Fungsi yang Terkait
a. Bank yang ditunjuk

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB
dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening

penerimaan kas daerah.Bank berwenang dan bertugas untuk :
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1) menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib

Pajak;
2) memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;

3) menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada

Bendahara Penerima atas setiap pembayaran BPHTB

nelalui rekening penerimaah, kas daerah;

rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD (Satuan
Kerja Perangkat Daerah). Bendahara Penerima berwenang
dan bertugas untuk :

1) menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui

mekanisme penyetoran tunai;

2) menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas
setiap pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui
mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas

daerah;
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3) menerima Register SSPD BPHTB dari Bank yang
ditunjuk atas pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak
melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan

kas daerah;

4) menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran

ar 6 dari Bank yang

Fungs

Fungsi Penetapan dan Penagihan DPPKAD dalam
Pemungutan BPHTB merangkap sebagai Fungsi Pelayanan,
adapun tugas Fungsi Pelayanan adalah sebagai berikut ini.

1) Fungsi Pelayanan di DPPKAD menerima permohonan
penelitian atas SSPD BPHTB yang telah dibayarkan
Wajib Pajak selaku Penerima Hak.

2) Fungsi Pelayanan memeriksa kebenaran informasi dan
kelengkapan dokumen terkait objek pajak yang

tercantum dalam SSPD BPHTB.
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3) Meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi

Pengolahan dan Informasi.

4) Menandatangani SSPD BPHTB yang telah diverifikasi.

ungsiWPengolahan Data dan

| gas%i Pehgolahan Data dan

beriku

3) Fungsi Pengolahan Data dan Informasi, mengelola

database objek pajak yang termasuk dalam wilayah
Kabupaten Karanganyar; dan
4) Menyediakan data objek pajak atas permintaan dari
Fungsi Pelayanan.
e. Fungsi Pelaporan dan Pembukuan.
Fungsi Akuntansi dan Aset dalam Pemungutan BPHTB
merangkap sebagai Fungsi Pelaporan dan Pembukuan,

adapun tugas Fungsi Pelaporan dan Pembukuan :
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1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan di DPPKAD,
merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan
Laporan Realisasi PAD berdasarkan dokumen-dokumen

yang diterima dari Bank yang ditunjuk/ Bendahara

Penerima dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

e) menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT; dan
f) menyiapkan Laporan Realisasi PAD.
2. Dokumen yang digunakan
Dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan BPHTB
sesuai dengan Perda nomor 14 tahun 2010 adalah sebagai berikut
ini.

a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB
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SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain
yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan

data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

itan_ Akta Pemindahan Hak atas

BPHTB adalah sebagai berikut ini.

a.

Buku penerimaan dan penyetoran.

Buku jurnal penerimaan dan penyetoran digunakan untuk
mencatat pajak BPHTB.

Register STS.

Register STS digunakan untuk mencatat penerbitan STS.
Register SSPD BPHTB.

Register SSPD BPHTB digunakan untuk mencatat penerbitan

SSPD BPHTB.
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4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemungutan
adalah sebagai berikut ini.
a. Prosedur Pembayaran BPHTB

Dalam prosedur ini pembayaran BPHTB oleh penerima

Pajak  melakukan
pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD
BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerima.
Penelitian SSPD BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di
DPPKAD.

Wajib Pajak selaku Penerima Hak, merupakan pihak
yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi
Pelayanan di DPPKAD atas SSPD BPHTB yang telah
dibayarkan.

c. Prosedur Pelaporan BPHTB
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Dalam prosedur ini pelaporan BPHTB merupakan proses
yang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk/ Bendahara
Penerima dalam melaporkan penerimaan pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak. meliputi proses pelaporan yang

dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta

hediterbitkan dan melibatkan Bank

menerima SSPD BPHTB yang telah
diisi. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB
merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan
oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2) Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank

yang Ditunjuk/ Bendahara Penerima. Pada saat yang
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bersamaan, Wajib Pajak membayarkan BPHTB terutang
melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerima.

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerima menerima
SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang
dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara

kelengkapan pengisian SSPD

4 dari Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerima. Wajib
Pajak selanjutnya melakukan proses pengajuan
permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi

Pelayanan di DPPKAD.

Prosedur Penelitian SSPD BPHTB

1)

Wajib pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen
terkait penelitian SSPD BPHTB. Wajib pajak kemudian

mengajukan Formulir Permohonan SSPD BPHTB yang
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dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4,

dan dokumen pendukung lainnya ke Fungsi Pelayanan.
2) Berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD

BPHTB yang diterima Fungsi Pelayanan mengajukan

data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data

gaRginenggunakan Form Pengajuan

epada Fungsi Pelayanan.

5) Fungsi Pelayanan meneliti SSPD BPHTB dan lampiran-
lampiran pendukung berdasarkan data objek pajak yang
diterima dari Fungsi Pengolahan Data dan Informasi.

6) Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD BPHTB dan
menyerahkannya kepada Wajib Pajak.

Prosedur Pelaporan SSPD

1) Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5, Bank yang
Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit atas Penerimaan

BPHTB dari Wajib Pajak.
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3)

4)

8)

9)
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Bank yang Ditunjuk menyerahkan Nota Kredit ke
Bendahara Penerimaan.

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 6, Bank yang
Ditunjuk membuat Register SSPD BPHTB.

Bank yang Ditunjuk memberikan SSPD BPHTB lembar

BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6
ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Atas Penerimaan Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk,
maka Bendahara Penerimaan mencatat penerimaan
BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran dan
Register STS.

Bendahara Penerimaan kemudian menyerahkan Buku
Penerimaan dan Penyetoran beserta Register STS kepada

Fungsi Pembukuan & Pelaporan.
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10) PPAT menerima SSPD BPHTB lembar 2 dan
menyiapkan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/ Bangunan.

11) PPAT  memberikan  Laporan  Penerbitan  Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/ Bangunan ke Fungsi

tersebut,  Fungsi
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Wajib Pajak

Bank yang Ditunjuk/ Bendhara Penerimaan

Dari Prosedur 1 (prosedur
Pengurusan Akta
Pemindahan Hak)
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Menerima Pembayaran
| BPHTB & Menandatangani
| SSPD BPHTB
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| (Lembar 2) o

(Lembar 1) (Lembar 5)
< _ (Lembar 2) i,ﬁ (Lembar 6)
(Lembar 3) ™ (Lembar3) | SSPD BPHTB
(Lembar 4) |
SSPD BPHTB |

(Lembar 4)
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Keterangan :
Menyampaikan permohonan
e a2 SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah

Gambar 2.1 BAGAN ALIR PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
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Wajib Pajak

Menyiapkan dokumen-
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C. Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karanganyar
1. Fungsi yang terkait

a. Fungsi Pelayanan

Fungsi_Pela

enduku ibutuhkan untuk penelitian SSPD
b e PN °
ib Pajs sel%ima ak.

+0i memiliki fungsi menerima

@

Informasi disintyhanya _mene: encatat data objek pajak dan
subjek pajak yang dialihkan haknya dimana data tersebut nantinya
digunakan sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB
untuk pemuhtakhiran data wajib pajak PBB.

c. Fungsi Akuntansi dan Aset

Fungsi Akuntansi dan Aset sebagai Fungsi Pelaporan dan
Pembukuan, mencatat secara manual dan sistem setiap slip setoran
dan SSPD lembar ke 6 dari transaksi pengalihan hak yang

terutang.



2.

59

Dokumen yang digunakan

Dokumen digunakan dalam pemungutan BPHTB Kabupaten
karanganyar adalah sebagai berikut ini.

a. Lembar Pelayanan

adalah lembar yang digunakan Fungsi Pelayanan untuk

i@ WaiibPaiak.
b. Surat Setoran Pajak ﬁmuk BPHTB (SSPD BPHTB)

Wajl‘% digunakan untuk untuk

epelitian digunakan untuk melakukan
ijin penelitian atas objek pajak tersebut.
d. Nota Kredit
Nota Kredit adalah nota yang dikeluarkan Bank/Bendahara
Penerimaan yang ditunjuk atas penerimaan BPHTB.
e. Formulir Register SSPD BPHTB
Formulir Register SSPD BPHTB adalah Formulir yang
digunakan Fungsi Pengolahan Data dan Informasi untuk mencatat
secara manual SSPD lembar ke-4 yang telah diverifikasi dari

Fungsi Pelayanan.
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f. Formulir Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan oleh PPAT.

Catatan Akuntansi yang digunakan
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemungutan

BPHTB Kabupaten Karanganyar adalah Buku Penerimaan dan

encatat realisasi pendapatan

engolahan Data dan
5SPD lembar ke-6

embayaran.

Pengolahan Data
dan Informasi Pelaporan dan Pembukuan  untuk
mencatat Slip Setoran dan SSPD lembar ke-6 yang merupakan
Pelaporan dari Bank tempat Pembayaran.
Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemungutan BPHTB
Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut ini.
a. Prosedur Pembayaran BPHTB

Dalam prosedur ini pembayaran BPHTB oleh penerima hak

tanah dan/atau bangunan yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB
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terutang melalui Bank Jateng dengan menggunakan Formulir
SSPD, Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
b. Prosedur Permohonan Penelitian
Dalam prosedur ini penelitian SSPD BPHTB merupakan

proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data

terkait tercantum dalam  SSPD

BPHTB. ajak melakukan pembayaran

Dalam prosedur ini pelaporan BPHTB merupakan proses yang
dilakukan oleh Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerima dalam
melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak.
meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta
Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan dan
melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke

rekening penerimaan Kas Daerah.
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5. Bagan Alir dari Sistem Pemungutan BPHTB
Bagan Alir dari Sistem Pemungutan BPHTB dalam
mempraktekkan adalah sebagai berikut ini.

a. Prosedur Pembayaran

1) Wajib pajak membayar BPHTB terutang dan menyerahkan

b. Prosedur Permohonan Penelitian

1) Wajib Pajak Selaku penerima hak menyiapkan dokumen terkait
penelitian SSPD-BPHTB ke Fungsi Pelayanan. Fungsi
Pelayanan mengajukan Penelitian dengan Formulir
Permohonan Penelitian/ Lembar Pelayanan SSPD-BPHTB
yang dilampiri dengan SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4,
dan dokumen pendukung lainnya

2) Berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian/ Lembar

Pelayanan SSPD-BPHTB yang diterima, Fungsi Pelayanan
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mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi
Pengolahan Data & Informasi.
3) Fungsi Pengolahan Data & Informasi menyediakan data terkait

objek pajak dengan membuka database objek pajak.

4) Fungsi Pengolahan Data & Informasi memberikan informasi

c. Prosedur Pelapora
1) Berdasrkan SSPD-BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank/
Bendahara Penerimaan yang Ditunjuk menerbitkan Nota
Kredit atas Penerimaan BPHTB, membuat Register SSPD-
BPHTB dan mencatat penerimaan dalam Buku Penerimaan &
Penyetoran.dari Wajib Pajak.
2) Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan kemudian
menyerahkan Register SSPD-BPHTB dan Buku Penerimaan &

Penyetoran yang dilampiri dengan SSPD-BPHTB lembar 6
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dan Nota Kredit/Slip Setoran ke Fungsi Pembukuan dan
Pelaporan di DPPKAD.
3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima dokumen berupa

Register SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTB lembar 6 dan Nota

Kredit/ Slip Setoran, Buku Penerimaan & Penyetoran dari

6) Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan
mencatat dalam Buku Register SSPD-BPHTB sebagai Arsip.

7) PPAT menerima SSPD-BPHTB lembar 2 dan menyiapkan
Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

8) PPAT memberikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan &

Pelaporan.
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Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan

Waijib Pajak Selaku Penerima Hak/PPAT sebagai Kuasa

| (lembar 1)
:o:?»- 2?)

(lembar 3)
(lembar 4)
(lembar 5)
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ﬁﬁ (lembar 2)
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. \LJ ] > Membayar BPHTB T

(lembar 5) L =

(lembar 6) |

(lembar 6)

U
SSPD BPHTB

Menerima
Pembayaran BPHTB
& Menandatangani |

SSPD BPHTB
|
_’AEBUQ 1)
(lembar 2)

(lembar 5)

(lembar 6)
SSPD BPHTB |
——

(lembar 1)
:M.mmq 2)

(lembar 3)

" (lembar 3) »
(lembar 4) | (lembar 4)
SSPD BPHTB SSPD BPHTB ,_
Menyampaikan
Pemohonan Selanjutnya digunakan
Penelitian SSPD dalam proses pelaporan
BPHTB ke DPPKAD
Keterangan :
SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah
Gambar 2.4 BAGAN ALIR PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA

HAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KABUPATEN KARANGANYAR
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Wajib Pajak Selaku Penerima Hak/ Bidang Penetapan dan Penagihan
PPAT sebagai Kuasa (selaku Fungsi Pelayanan, Pengolahan Data & Informasi)

]
|

| Menyampaikan Pemohonan

Penelitian SSPD BPHTB ke
DPPKAD

~ (lembar 1)

(lembar 2) F

(lembar 3) |
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. 2
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SSPD BPHTB |
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(lembar 4)

w SSPD BPHTB
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Keterangan :

SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah

Gambar 2.5 BAGAN ALIR PROSEDUR PENELITIAN BPHTB OLEH PENERIMA
HAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KABUPATEN KARANGANYAR
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D. Evaluasi Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak Tanah dan
Bangunan Kabupaten Karanganyar Setelah Pelimpahan Ke
Pemerintah Daerah
1. Evaluasi terhadap bagian yang terkait

Bagian yang terkait dalam sistem pemungutan BPHTB pada

up.baik. Hal ini didukung dengan

adanya program pemeri S@W dadak, peputaran jabatan pegawai di
-

dengan mengadakahi nar atau pengarahan kepada PPAT
tersebut.
2. Evaluasi terhadap dokumen yang digunakan
Dokumen yang digunakan di dalam sistem pemungutan BPHTB
pada Kabupaten Karanganyar setelah pelimpahan ke pemerintah
daerah cukup memadai. Dokumen yang terdapat dalam Peraturan
Daerah yaitu SSPD-BPHTB sudah disertai dengan peraturan-

peraturan pengisian yang membuat wajib pajak jelas melakukan

pengisian yang mana data tersebut mempunyai keakuratannya.
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Namun pembukuan oleh kantor DPPKAD pada bagian Penetapan
Penagihan tetap harus dilakukan untuk proses yang lebih lanjut yakni
melakukan verifikasi agar mengetahui selisih kurang atau lebih

mengenai jumlah saldo yang harus dibayarkan kepada Bank yang

ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Karanganyar.

Prosedur tatan/Pen al. Hal ini menunjukkan adanya
pemisahan fungsi yang cukup jelas, dan sistem yang digunakan sudah
cukup baik.

Hanya saja prosedur tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang
diterapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
14 Tahun 2010, dimana fungsi yang terkait sangat berbeda dan
dokumen dalam Peraturan Daearah tidak memberikan bagian
Akuntansi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan, sedangkan di
dalam mempratekkannya kantor DPPKAD menunjuk bidang

Akuntansi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan.
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BAB Il1

TEMUAN

Setelah penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan

Aset Daerah Kabupaten Karanganyar

terutama mengenai hal-hal yang ,berkaitan dengan pemungutan Bea

cukuf efektif karena Fungsi
Pelayanan sebagai petugas verifikasi berperan aktif dalam
penelitian data objek pajak dan perhitungan pajaknya, sehingga
penelitian dapat dijadikan filter awal dalam menentukan benar
atau tidaknya data objek pajak dan perhitungan pajaknya sebelum
diadakan Pemeriksaan dan mampu memperkecil resiko salah
ketik, salah tulis dan salah hitung pajak terutang.

b. Sistem pemungutan BPHTB di Kabupaten Karanganyar,
DPPKAD selaku dinas yang ditunjuk untuk mengelola dapat

memberikan pelayanan prima dalam proses penelitian SSPD.
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Tanpa mengkesampingkan semua kelengkapan dan keakuratan
dokumen pendukung.
2. Kelemahan
a. Masih sedikitnya petugas yang menangani BPHTB secara

langsung yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset_DaerahwKabupatensiaranganyar. Dari hal tersebut,
pegawai  Di dapatan Pengelolaan Keuangan dan
f g Wmﬁﬁ patay Peng g
set D Kabupaten khususnya Bidang
@,
ne dan Penagiha yangﬂ rjan merangkap guna

si dalam pengalihan hak guna

kelancaran dalam proses Pembayaran SSPD BPHTB.
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab

sebelumnya yang_bekh

Kabupaten K@ W apat
W,

%

1S Tanah dan Ba an y.

a

istem pemungutan BPHTB di

parik kesimpulan sebagai

2. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam sistem pemungutan
BPHTB yaitu masih terbatasnya jumlah petugas yang menangani
penelitian SSPD BPHTB serta masih kurangnya sarana pendukung
untuk meneliti keakuratan data objek pajak dan kurangnya kesadaran
masyarakat akan arti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan
untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Maka dari
itu penerimaan BPHTB belum begitu optimal. Selain kendala diatas

juga terdapat kendala dalam penerpan undang-undang dimana
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NPOPTKEP dinilai terlalu tinggi melihat Kabupaten Karanganyar yang
letak geografisnya banyak pedesaannya dibanding perkotaan.

3. Penerimaan dari sektor BPHTB di Kabupaten Karanganyar setelah
menjadi Pajak Daerah belum bisa mengalami peningkatan untuk 2

tahun kedepan karena masih terhambat dengan NPOPTKP yang

data NJOP PBB yang belum

B. REKOMEN
&
linjau g&.mas g terkait dengan
sistem mung%BPH L <abupaten §anga /ar, penulis berusaha
memberi a a Kaptor Dinas Pendapatan

Pengelolaan Ke ; ali KabUpaten Karanganyar sebagai

berikut ini :

1. Sebaiknya Kepala Dinas DPPKAD memberikan masing-masing tugas
yang berbeda-beda dalam setiap bidang yang berguna untuk
kelancaran pemungutan BPHTB menurut prosedur pembayaran,
penelitian dan pelaporan.

2. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sudah jelas dan tegas
mengenai  prosedur-prosedur  pemungutan  BPHTB  untuk
meningkatkan penerimaan BPHTB sebaiknya adanya keterbukaan
antara Notaris/PPAT dan DPPKAD karena bila NJOP PBB dinaikkan

dengan harga pasar tetapi terkait dengan PBB akan diberikan diskon
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untuk PBB terutangnya sehingga PBB tidak naik begitu tinggi, maka
secara langsung BPHTB sedikit bersaing, secara otomatis penerimaan

PBB dan BPHTB akan mengalami kenaikan.




